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a. bahwalundk mew.pJudkah.*ta kelola pemerintahan yangMenimbang

Mengingat 1.

lolean keuangan desa;
pengawasan pengelolaan

baik dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, tertib, dan
keuangan desa, perlu

b.

C"

san a.fuan cleh Aparat Pengawas
I{abupaten Barito Selatan,

ur pedoman penyelenggaraan

ba1lxr4',u4ffi.nieJffi$An 'kgtentuan Pasal 4 dan Pasal
0 Pei g.friri Menteri-.Dalar,rr,.$.egtiri Nomor 73 Tahun 2020
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tentart$'"#$ q.qg, . tataan Keuangan Desa;
.:. -,ar5 r :. : -d. bahwa ' ', berdaqqrkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Barito Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Kalimantan
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tastbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820i;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AA tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5ae5);

2.

bahwa; daffi, mel
t<euangan desa yang



-J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PeruLrahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A* tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LemLraran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Feraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB90);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahua
20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun zAW Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
ciiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor :l- 1 ?ahun 2O1g tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun' 2A!,,4 ''tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019' Nornor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321\;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun z\fi tentang
Pembinaan' ' dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/OS/M.PAN lA3l2AOB tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Femerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
DaLam Negeri Nomor 120 Tahun 2A1B tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1(7t.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61li;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor A961;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2416 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2A2O tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2A2A Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 202A
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keq'a Inspektorat Daerah Kabupate*
Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN'BUPATI TENTANG PEDOMAN PEIiIGAWASAIII
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

t 
-, '***',','.'

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yarrg' memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi keu'enangan daerah otonom.

2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD] menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan narna lain yang

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danf atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
indonesia.
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7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kervajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, peiaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban Keuangan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan w'ilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan
kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa
berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta
partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa adalah informasi pengawasan
Keuangan Desa yang rneliputi p-erencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
pengawasan Keuangan Desa' secara ,elektronik terhadap Pengelolaan
Keuangan Desa.

14. Pemeriksaan Investigatif adatrah proses mencari, menemukan, dan
rnengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan
terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dila.l<ukan
tirrdakan hu kurn selanj utnya.

15. Aparat Pengar.vas internal Femerintsh yang selanjutnya disingkat APIP

adalah inspektorat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan
di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa,
unit penga\Masan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah
provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten /kata.

16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pernerintahan dalam negeri.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.

Pasal 2

{1) Bupati melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di w-ilayah
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

(2] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aSrat (1i dilaksanakan oleh
Inspektorat dan Camat di wilayahnya masing-masing.



Pasal 4

{1} Pengau,asan Pengeiolaan 'Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh
Inspektorat sebagaimana dimaksud'dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan daiam
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
a. penga\vasan oleh Inspektorat;
L|. penga'fi,rasan oleh Camat;
c" pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
d. pengawasan oleh Masyarakat Desa;
e. sistem informasi pengawasan; dan
f. pendanaan.

BAB II
PEI{GAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS IIYTERNAL PEMERII{TAH

Bagian Kesatu
Bentuk dan Ruang Lingkup Pengawasan

bentuk :

a. reviu;
b. monitoring;
c. evaluasi;
d. pemeriksaan; dan
e. pengawasan lainnya.
Reviu sebagaimana dimaksudrpadarayx { 1} huruf a, merupakan penelaahan
ulang bukti suatu kegiatan untuk ,memastikan kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai derrgan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan.
Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses
peniiaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telal:
ditetapkan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan
rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf d, merupakan
proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan,
dan kepatuhan atas reguiasi.
Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e,

terdiri atas:
a. sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan Desa;

b. pendidikan dan peiatihan pengawasan pengelolaan keuangan Desa;

c. pembimbingan dan kcnsultansi pengawasan pengelolaan keuangan
Desa;

{?}

{3)

(4)

{s)

{6}



Pasal 5

i1] Ruang lingkup Pengawasan Pengeiolaan Keuangan Desa oieh Inspektorat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1}, terdiri atas:
a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan KeuanganDesa iingkup daerah

kabupaten/kota;
b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan asset desa;

c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa;

d. reviu aias proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa,

termasuk konsistensi dengan RKP Desa;

e. reviu atas kuaiitas belanja Desa;
f. reviu pengadaan barang dan jasa di Desa;
g. pemantauan atas penyaluran., dana transfer ke Desa dan capaian

keluaran Desa; dan
h. Pemeriksaan Investigatif.

{2} Ketentuan lebih lanjut rnengenar uraian -langkah kerja Pengawasan

Pengelolaan Keuangan :Desa o1eh,,{,gsp,,94torat sebagaimana dimaksud pada

ayat {i), tercantum rdalam.,; pimfi ang,merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratuian niiga$,inry . '

' ': t'':::' : ':':':''

tanffi*."r.nff***

Paragraf 1

',r :. ' irllg1gfi" 
'
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d. pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
e. penguatan penga\,1,asan berbasis masyarakat.

' ., - Pasal.'6'

Pengawasan Pengeiolaan Keuangan Desa sebagaimanadimaksud daiam Pasal 4

dilaksanakan melalui tahapan :

a. perencanaarr;
b. pelaksanaan;
c. pelaporan; dan
d. tindak ianjut hasil pengawasan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 7

{1} Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikoordinasikan oleh pimpinan APIP

Daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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{2} Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan
Pengawasan PengelolaanKeuangan Desa.

{3} Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiaptahunnya dalam Peraturan Menteri
yang mengatur mengenai perencanaan pembinaan dan penga\n/asan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

tU Inspektorat melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

berdasarkan fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), melalui:
a. Penetapan Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa;
c. penentuan skala prioritas; dan
d. penyusunan program kerl'a Pengawasan PengelolaanKeuangan Desa.

{2} Penetapan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) huruf adilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten

Barito Selatan daerah sesuai kewenangan dengan memperhatikan
kompetensi teknis.

{3} Pengumpulan informasi umum,obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b dilakukan untuk
mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengau,asan Pengelolaan

Keuangan Desa.

{+) Penentuan skala prioritas sebagaimana'dimaksud pada ayat (1} huruf c

diiakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengarvasan

Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.

tsi Penyusunan program kerja Pengawasan :Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (ilhuruf d dilakukan untuk merancang
uraian langkah pengarvasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 9

(U Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip kesesuaian,
keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi, dan efektivitas daiam
penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

{2i Inspektorat melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jadwal yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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Pasal 1O

(l) Susunan tim Pengawasan Pengeiolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal B ayat {2), terdiri atas:

a. inspektur sebagai penanggung jawab;

b. Inspektur Pembantu sebagai wakil Penanggung Javu'ab;

c. Pejabat Fungsional Jenjang utama sebagai Pengendali Mutu;

d. pejabat Fungsional Jenjang Madya sebagai Pengendali teknis atau

supervisi;
e. Pejabat Fungsional Jenjang Muda sebagai Ketua Tim; dan

f. pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang telah bersertifikat

penga\^rasan sebagai anggota tim'

{2i Dalam hal susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

sebagairnana d,imaksud pada ayat (1) tidakterpenuhi, Inspektur Daerah

Kabupaten Barito Selatan dapat menentukan susunan tim sesuai

ketersediaan pegarvai.

t1i Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (2), meliputi:

a. memahami regulasi terkait,Pengel,6laa:r Keuangan Desa;

b. memahami siklus Pengelol'aan,Keuangan Desa;

c. memahami prosedur p".tggd*u,n ba g atau jasa di Desa;

d,. memahami prosedur perpajakan di Dq-sa; dan

e. rnemahami bisnis proses au'tu$4ltdan fungsi-t"**q1"g kekuasaan
pengeloiaan Keuangan Desa {3n pe-laksana Pengetot_aa1 Keuangan Desa-

{2i Daiam hal tenaga fungsional lnspbktoratyang memenuhi kompetensi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Inspektur dapat

rkungan bantuan tenaga pegawai secafa berjenjang kepada

pimpinan APiP di daerah, provinsi ,, untuk melakukan Pengawasal

Pengeiolaan Keuangan Desa.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 12

t1) Peiaksanaan Pengawasan Pengeloiaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sesuai dengan langkah kerja

yang teiah d.itentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desadan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Langkah kerja sebagaimana dinnaksud pada ayat (1) rnenggunakan metode:

a. teiaah dokumen;
b. warvancara;
c. analisis data;
d. kuesioner;
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e. survei;
f. inspeksi;
g. observasi; dan/atau
h. metode lainnya terkait pengawasan.

{3} Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kertas
kerja Pengawasan Pengeloiaan Keuangan Desa.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 13

{1} Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dituangkan dalam
laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

{2} Laporan hasil perrgawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat:
a. temuan dalam Pengeiolaan Keuangan Desa; dan
b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Desa dan/atau pemerintah daerah'
(3) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desasebagaimana dimaksud

pada ayat (1) direviu secara berjenjang dan ditanda tangani oleh Inspektur
sesuai kewenangan masing-masing paling lama 2 {dua) minggu setelah

pengaw'asan selesai dilaku kan.

i4) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
pada a1.at (3) disampaikan kepada Bupati dan/atau Kepala Desa dengan
tembusan Inspektur Daerah Provinsi Kalir4antan Tengah.

(5i Dalam hal laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terkait
dengan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja
negara, laporan disampaikan kepada kepala daerah dan/atau kepala Desa

dengan tembusan:
a. Inspektur Jenderal Kementerian;
br. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan;
c. Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan; dan
d. Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Dalam hai hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada aSrat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa, inspektur daerah wajib
melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada inspektur
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

t7) Dalam hai hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapatindikasi tindak pidana korupsi,
pimpinan inspektorat wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.
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{2}

{3}
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Pasal 14

Inspektorat menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Desa berdasarkan laporan hasil PengawasanPengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13 ayat (2).

Ikhtisar hasii Pengatvasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Inspektorat disampaikan oieh

Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama akhir
bulan Februari tahun berikutnya.

Paragraf 5
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

(4)

Pasal 15

Hasil Pengawasan Pengeloiaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 6 huruf d, rnajib ditindaklanjuti oleh Bupati, Wakil Bupati,

Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Desa, dan/atau pihak yang

disebutkan daiam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

paling larna 60 (enam puluh) hari kalender sejak iaporan hasil Pengawasan

Pengeloiaan Keuangan Desa diGrima'. ".r

Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai kewenangan melakukan
penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan oLehBupati, wakil bupati,
Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Desa, dan/atau pihak yang

disebutkan dalam laporan hasil PengaryAsan Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelaahan sebagaimana dimaksud padarayat (2) diklasifikasikan menjadi:

a. tindak lanjut telah sesuai dengan'rbkoment":t, Sl"Pilirekomendasi
Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan telah ditindaklanjuti secara

memadai; :

b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekornendasi, apabila tindak lanjut
rekomendasi Inspektur Daefah Kabupaten Barito Selatan masih dalam

proses atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan

rekomendasi;
c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi inspektur

Daerah l(abupaten Barito seiatan belum ditindaklanjuti; dan

d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi yang tidak
dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan
pertimban gan profesional Inspektorat.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada

a5rat {1i belum ditindaklanjuti, Bupati, wakil bupati, Kepala Perangkat

Daerah terkait, Kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam

iaporan hasil Pengawasan Pengeloiaan Keuangan Desa dikenai sanksi

ad ministratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan.
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Bagian Ketiga
Hoordinasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Antar Aparat

Pengawas Internal Pemerintah

Pasal 16

APIP Kementerian, APIP Kementerian/Lembaga Pemerintah

Nonkementerian, APIP Daerah Provinsi, dan APIP Daerah Kabupaten

meiakukan koordinasi d"alam pelaksanaan Pengawasan Pengeloiaan

Keuangan Desa sesuai dengan kebutuhan.
Koordinasi pelaksanaan Pengawasan Pengeloiaan Keuangan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan dalam bentuk:
a. pengawasan bersama;
b. pendampingan pengawasan;

c. sosiaiisasi;
d. tukar menukar informasi; dan

Dalam melakukan pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, ditunjuk penanggungiawab pengawasan berdasarkan

kesepakatan bersama 'pirnpinan APiP Kementerian, 
. 
pimpinan APIP

Kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian, pimpinan APIP daerah

provinsi, dan pimpinan APIP daerah,ka-brupaten/kota.
Hasii pelaksanaan koordinasi, antar, ePtp 

_daerah .L.o:.1"*i 1"" daerah

kabupaten/kota sebagaimanaidimaksud' pada ayat (1) dilaporkan kepada

inspektur jenderal Kementerian'
Jadrval pelaksanaan pengawasan bersAlna dan pendampingan pengavrasan

sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) hu.ruf a dan huruf b ditetapkan dengan

Keputusan N{enteri.

. .. BAB III .

PENGATASAN OLEH CAMAT

Pasal 17

Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksuddalam PasaL 2

ayat t2) dan Pasal 3 huruf b, terhadapPengelolaan Keuangan Desa dan

pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Fengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

a. evaiuasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;

b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan

c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dilakukan terhadap

kesesuaian d.okumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan

Desa.

{3}



(4)

{s}

t6)

t2

Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepadaBupati dan ditembuskan
kepada Inspektorat.
Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} menjadi bahan bagi Inspektorat untuk menentukan
ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian langkah kerja Pengann'asan

Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat, Camat, dan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sarnpai
dengan ayat (5j tercantum dal.am Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB TV

PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

{1}

t2)

Badan Permusyawaratan Desa melakukan penga\,1'asan sebagaimana
d.imaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap kiner.l'a kepala Desa dalam
Pengeiolaan Keuangan Desa.
Badan Permusyarnaratan Desa,, melakSanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melalui:
a. perencanaan kegiatan dan ail.ggaran,,Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan kegiatan:
c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
d. capaian peiaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Uraian langkah kerja Pengawasan',Peiigelolaan Keuangan Desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

{3}

Pasal 19

Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
daiam Pasai 18 disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah Badan
Permusyaw'aratan Desa dan juga disampaikan kepada Camat dan Inspektorat.

Pasal 2O

Uraian langkah kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desaoleh Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19

tercautum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB V
PEIYGAWASAIII OI,EH }IASYARAKAT DESA

Pasal 21

{1i Masyarakat Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud datram

Pasal 3 huruf d melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

tzi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i, merupakan salah satu
bentuk partisipasi masyarakat.

{3} Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

rnasyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari
Pemerintah Desa.

i4i Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meiiputi informasi:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
c. realisasi APB Desa;

d. realisasi kegiatan;
e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
f. sisa anggaran.

{5i Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),dilakukan melalui:
a. partisipasi dalam musyawq,r* Ddsa',.,untuk, menanggapi laporan terkait

Pengeloiaan Keuangan Desa;

b. penyampaian aspirasi'terkaitrPengekilaan Keuangan Desa; dan
c. pen1iampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan

Keuangan Desa.

Pasal 22

i1) Hasii pemantauan oleh masyaiakat sebag-aimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat {1i disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Fermusyawaratan
Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut.

{2} Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdapat
keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan 1okal

melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

{3} Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dianggap
kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikar,
kepada camat untuk dilakukan mediasi.

t4} Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian Keuangan
Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat
menJrampaikan hasil pemantauan kepada Inspektorat.
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Pasal 23

Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan

Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal2l ayat {5) huruf c, penanganan oleh

inspektorat, dan Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaduan masyarakat di
lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah'

BAB VI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAI{

Pasal24

{1}

i2)

APIP Daerah Kabiupaten menyampaikqr-:"hasi1 Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa melalui Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa.

Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Depa sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) dikelola oleh Kementerian.

{3} Sistem Informasi Pengqw4san Keuan-San Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} dan ayat (2) sding ,telhubung dengan sistem informasi terkait
Pengeloiaan Keuangan Desa yffirk oleh Kementerian.

. ' ., trj;r',rl r.: .r'.':{: l

ii:i;i€$B:W,I,$
.:. :,\t: .,- ,.. :: i.!,i.r...:

F.,ffiottg
rtt:t:,r,r,:,1i,.ii. .r'lt:ir.l. ;.1 l

r-.:rl .r:.i,!::il.'r : ':,':. .t:.,t..: :. '

, Pi!'if,25

t,i:f, r'r: : :1. li .l:

P $elolaan KeuanganDesa bersumber
Daerah Kabupaten.

|:i"'ti;,,'1,,1, 

",..;, 
, .r,; '

Pendanaan pelaksanaan Penga*a5d
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

BAB VIII
KBTEITTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pedoman Penyusunan laporan hasil pengawasan

oleh Inspektorat diatur tersendiri berdasarkan
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

pengelolaan keuangan d.esa

Surat Keputusan Inspektur
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I*ATilPIRAIY
PIRATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 21 TA[IU!{ 2ol22
TANGGAL 2A22
TEI{TAI{G PEDOMAN PENGAWASAN
PEITGTLOLAAN KEUAIIGAI{ DESA DI
I(ABUPATEN BARITO SELATAI{

IIRAIAN IAI'IGKAH KIRJA PEI{GAWASAI{ PEITGETOTAAII KEUANGAN DESA

OLEH APABAT PEIIGAWAS INTERNAL PEIVIERII{TN{, CAMAT, DAil BADAI{
PERMUSYAUTARATAIY DESA

I. Pengawasan Aparatug Pgngaw-ag trntgrrral Peme.rintah Daerah Kabupaten
;.r., ,;'r. ,.1,", 

t .i ti,.t 'ii,..,11:: 
.r1,,.,,'i

A. Evaluasi terhadap efektivitas,,Peagelolaan Keuangan Desa lingkup
Kabupaten {langkah rkerja penilaian atas efekttvitas Pengelolaan
Keuangan Desa ole$,i[$lrpektagat he Desa dilakukan secara mutatis
mutandis terhadaii#

,Pengelolaan 
Keuangan Desa

,:':' , , ....';.

, t1:;1;,. :

oleh APIP Kenrente#an

1.
a.
b.

C.

Keuangan Desa

2. Pelaksanaan
a. Penilaian atas efektivitas kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Lakukan kompilasi semua hasil evaluasi APIP atas efektivitas
regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dengan aspek:
a) Penerbitan, kualitas, dan sosialisasi regulasi, dengan

parameter:

tU ketepatan waktu;

{21 kesesuaian/keharmonisan antar regulasi di tingkat
pusat dan antara regulasi daerah dan pusat;

t3) kejelasan dan kelengkapan regulasi; dan

t4) ketepatan waktu dan kecukupan sosialisasi.
b) Dampak regulasi terhadap efektivitas PengelolaanKeuangarl

Desa, dengan parameter:

{t} dukungan regulasi terhadap kelancaran dan
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kemudahan prCIses Keuangan Desa;
{2} dukungan regulasi untuk menjamin pelaksanaan

prioritas nasional;
{3} dukungan regulasi untuk menjamin pelaksanaan

prioritas daerah; dan
{4} dukungan regulasi terhadap pemenuhan kebutuha,

masyarakat Desa.
Lakukan analisis penilaian atas efektivitas kebijakan
pengelolaan penggunaan Keuangan Desa.
Lakukan uji petik ke beberapa Desa serta lakukan wawancara
dan telaah dokumentasi terkait, apakah:
a) regulasi telah mendukung kelancarandan proses Keuangan

Desa; dan
b) regulasi yang ada menjamin pelaksanaan program prioritas

nasional, prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat Desa.

B. Pemeriksaan'kinerja penge,Ioraan keuangan dan aset Desa

1. Perencanaan
a. susunan keanggotaan tim dan mempersiapkan surat tugas.
b- Tentukan Desa yang m.9qjad1 sasaran pemeriksaan pengelolaan

Keuangan Desa dan menentukan jumlah sampel masyarakatDesa
untuk survei tingkat kepuasan

c. Lakukan pengumptit& dokumen regulasi dan kebijakan terkait:
1i Pengelolaan Keuangan Desa; dan
2) iaporan hasd evdluasi efektivitas pengelolaan Keuangan Desa

oleh inspektorat.
d. Metakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten (atau sebutan lain).

2.Pglaksanaan :':;;:;,,t''lr',.,;.; , .,.
a. Survei Pendahuluan '": :i::,,,.:l :'

1i ldentifikasi dan pahanii'regulasi terkait pengelolaan Keuangan
Desa seperti:
a) Data Peraturan Presiden tentang pagu alokasi dana Desa

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun
anggaran yang bersangkutan, lampiran rincian pagu dana
Desa per Kabupaten;

b) Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran dana Desa setiap Desa;

ci Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran alokasi dana Desa {ADD) setiap Desa;
dal

d) Peraturan Bupati tentang pengelolaan Keuangan Desa.
2) Data Penyaluran dan penggunaan dana transfer untuk d.ana

Desa dan ADD.
3) Dapatkan data umum Desa seperti: perda pembentukan Desa

dan keputusan daerah tentang pengangkatan kepala Desa dan
perangkat Desa.
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4l Dapatkan dokumen perencanaan Desa yaitu RPJM Desa, dan
RKP Desa.

5i Dapatkan dokumen pelaksanaan ApB Desa seperti laporan
realisasi pelaksanaan ApB Desa.

6i Pelajari dokumen tetap dan laporan hasil audit (LHA) atas Desa
tahun*tahun sebelumnya dan kertas keda audit {KKA) atas
Desa tersebut tahun-tahun sebelumnya.

7i Buat simpulan dan kemungkinan penyesuaian pengemhangan
program kerja pemeriksaan substantif.

Pengujian atas sistem pengendalian intern
1) Lakukan reviu atas efektivitas sistem pengendalian intern

Pengelolaan Keuangan Desa.
2] Identifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian intern atas

Pengelolaan Keuangan Desa.
3i Buat simpuian dan saran, termasuk kemungkinan

penyesuaian pengembangan prograr,n kerja pemeriksaan
substantif.

Pengujian substantif atas, transaksi / kej adian penting;
1) Pengujian atas perenCanaan k"r..rj.r, n.*

a) Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain
: RPJM Desa, RKP Desa, tim penyusun RKp Desa, notulen
m u srenban gd...e iioto pru sy-awarah Desa, dan peraturan
terkait perencanaan Keuangan Desa.

b') Feriksa ', keberadaan dokumen RPJM Desa untuk
rnengetahui perencanaan' ., program/kegiatan Desa
keseluruhan..fikqtid4ada dokumen tersebut, identifikasi
penyebabn-va.

c) Periksa kelerl{4i' tut"., musrenLrangdes, dan notulen
musy-awarah 

, 
Desa,'untuk mengetahui proses penyusunan

RKP Desa. Jika,tidak:ada dokumen tersebut, identifikasi
penyebabr{e,, , , ,,,, ... ., ,

d) Periksa tim penyusun RKp untuk mengetahui pihak- pihak
yang terlibat dalam penyusunan RKp Desa. Jika tidak ada
dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.

e) Periksa dokumen RKp Desa apakah telah ditetapkan secara
formal, dan telah disampaikan kepada pihak terkait. Jika
tidak ada dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.

fl Lakukan pengujian substantif atas penyusunan RKp Desa
dan dokumen pendukungnya apakah telah d.isusun
mengacu pada RPJM Desa dan ketentuan yang berlaku.

gi Lakukan wawancara/konfirmasi kepada kepala Desa
dan/atau ketua Badan Permusyawaratan Desa atas proses
penyusunan RKP Desa.

h) Buat kesimpulan dan saran.
2l Pengujian substantif atas perencanaan keuangan Desa {ApB

Desa)

a) Dapatkan dokumen-dokumen yang diperrukan, antara lain:
RPJhd Desa, RKP Desa, ApB Desa, tirn pen3rusun ApB Desa,
notulen musrenbangdes, notulen musya\,rrarahDesa, daa

C.
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peraturan terkait p*rencanaan keuangan Desa.
b) Periksa keberadaan notulen musyawarah Desa untuk

mengetahui proses penyusunan ApB Desa. Jika tidak ada
dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.

c) Periksa tim penyusun ApB Desa untuk mengetahui pihak-
pihak yang terlibat dalam penyusunan ApB Desa. Jika tidak
ada dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.

d) Periksa dokumen ApB Desa apakah telah ditetapkan secara
formal. Jika tidak ada dokumen tersebut, identifikasi
penyebabnya.

e) Lakukan pengujian substantif atas penyusunan ApB Desa
dan dokumen pendukungnya apakah telah disusun
mengacu pada RKP Desa dan ketentuan yang berlaku:
i1) cek dan analisis atas kegiatan-kegiatan di ApB Desa

yang tidak ditetapkan dalam RPJM Desa mar.rpun RKp
Desa; dan

t2t cek dan analisis atas kegiatan-kegiatan yang tidak
dianggarkan dalam ApB Desa.

f) Periksa :

(1) apakah rancangan peraturan Desa tentang ApB Desa
teiah I'disampqliqq oleh"kepala Desa kepada Badan
Permilgyaw-,afatari'i'De,qa untuk dibahas dan disepakati
befSafffa; lr:i: l,ri:t: ,,'.,',t;: :

(2) apakah rancangan peraturan Desa tentang ApB Desa
yang telah disepakati kepala Desa dan Bad.an
Permusyawaratan Desa telah disampaikan kepada
Bupati melalui camat;

{3} apakah raneangan,'p-eraturan Desa tentang ApB Desa
telah dievaluasi oteh Bupati.

(4) lakukan w'awancara/konfirmasi kepada kepaia Desa
d,anlatau ketua Badan permus.r-awaratan Desa atas
proses penyusunan penganggaran pada ApB Desa; dan

{5} buat simpulan dan saran.
Pengujian atas penatausahaan pendapatan Desa
a) Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain:

buku kas umum, buku bank, buku kas pembantu kegiatan,
buku pembantu pajak, sPP, iaporan realisasi ApB Desa, dan
dokumen iain yang terkait.

b) Bandingkan realisasi pendapatan (LRA) dan anggaran
pendapatan (APB Desa).

c) Dapatkan dasar hukum pagu pendapatan transfer.
d) Bandingkan realisasi transfer (LRA) dengan komitmen pagu

penetapan alokasi pendapatan yang ditransfer ke Desa.
e) Bandingkan realisasi pendapatan (per sumber pendapatani;

lalu bandingkan dengan pagu alokasinya.
f] lakukan analisis penyebab tidak atau tercapainya target

rencana pendapatan.
g) lakukan pengujian ke buku pembantu bank dan rekening

tabungan, untuk mengetahui trahwa penerimaan uang telah
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dibukukan secara memadai"
h) lakukan penelusuran dari buku kas umum {BKU) ke bukti

penerimaan non transfer bank.
i) lakukan pemeriksaan kas.
j) Buat simpulan dan saran.

4) Pengujian atas penatausahaan belanja Desa
a) Dapatkan data realisasi APB Desa per bidang kewenangan.
b) Tetapkan kegiatan-kegiatan yang akan disampling.
c) Dapatkan register SPP.

di Buat rekapituiasi sPP yang terkait d,engan kegiatan
tersebut.

e) Jumlahkan seluruh sPP tersebut dan bandingkan nilai
kegiatan.

q cek apakah terdapat pengeluaran tanpa melalui proses
pengajuan SPP.

gl cek bukrr, kas umum dan buku pemLrantu bank terkait
dengan proses pembayaran Pencairan Spp.

hi Lakukan uji kelengkapan spp beserta lampirannya yaitu
surat pernyataan tanggung jawab bendahara {SFTB} dan
bukti pendukung.

il Lakukan pengujlafir,bukti transaksi baik formil dan materiil.
i) Lakukanr prosedur tambahan melalui konfirmasi dan cek

k) Buat simpulan dan saran.
5) Pengujian atas penatausahaan pembiayaan Desa

a) Dapatkan data LRA dan APB Desa/perubahan.
bi Dapatkan register SPP.
c) Buat rekapitulasi sPP-sPP yang terkait dengan pengeluaran

pemb-i4y-aan,, i ., ,r:::L '.,r ' . , ,. :',
d) cek apakah 

lerdapat pergeJuaran tanpa melalui proses
pengajuan,Spp*- .,,'.,' ,,, ,.,,

e) cek buku kas umum dan buku pembantu bank terkait
dengan proses pembayaran pencairan Spp.

fl Lakukan uji kelengkapan spp beserta lampirannya yaitu
SPTB dan bukti pendukung.

g) Lakukan pengujian bukti transaksi baik formil dan materiil.
hi t^a"kukan prosedur tambahan melalui konfirmasi dan cek

f?sik.
il Buat simpuian dan saran.

6) Pengujian atas penatausahaan pengadaan barang dan jasa
ai Dapatkan dokumen*dokumen yang diperlukan, yaitu buku

kas umum, buku bank, buku kas pembantu kegiatan, SpF,
LRAPB Desa, dan dokumen iain yang terkait.

b) Lakukan uji petik atas kegiatan pengadaan barang/iasa
{PBJ). Pemilihan sampel kegiatan yang diuji petik yaitu
jumlah nilai kegiatan dan atau pertimbangan iain yang
memadai.

ci Atas kegiatan PBJ yang diuji petik, lihat kesesuaiannya
dengan ketentuan yang berlaku.
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d) Lakukan pemerik*aaa fisik atas konstruksi fisik dan
pengeluaran belanja modal lainnya yang dibiayai oreh ApB
Desa.

e) Buat simpulan dan saran.
7| Pengujian atas Penatausahaan Kewajiban perpajakan

a| Dapatkan dokumen-dokumen yang diperrukan, antara lain:
buku kas umum, buku trank, buku kas pembantu kegiatan,
buku pembantu pajak, SPP, laporan realisasi ApB Desa, dan
dokumen iain yang terkait.

b) Tanyakan apakah bendahara Desa sudah terdaftar sebagai
wa.jib pajak dan memiliki NpWp.

c) Identifikasi transaksi-transaksi yang berpotensi
menimbulkan kewajiban perp4iakan baik belanja
barang/jasa maupun belanja modal.

d) Dapatkan buku pembantu pajak dan lakukan analisis
pernotongan dan penyetoran pajak.

ei Lakukan pengujian perhitungan pqiak apakah telah sesuai
dengan ketentuan tarif pajak.

f) Lakukan pengujian antara buku pembantu pajak dengan
bukti peny,etoran pdak SSp. .,

B) Pengujian atas penatausahaan aset Desa
a) Dapatkan dokrrmen-dokumen )1ang diperlukan antara lain:

LRA, buku/daftar invenmfis, Spp,
:r) Lakukan identifikasi belanja modal atau barang jasa pada

laporan r,ealisasi anggqlan.
c) Bandingkan daftar aset pada buku inventaris aset Desa

denganr ideptifikasi hasil pengadaan berdasarkan belanja
modal ataul,barangjasa pada tahun yang bersangkutan.

d) Lakukan uji proses kapitaiisasi aset.
e) Lakukan iek.fisikdar-r konfif asi atas keberadaan asetyang

dimiliki n"*i. :, 
. 
l ''"':.' '" '' 

' i

f) Lakukan langkah keqja lainnya yang diperlukan.
g) Buat kesimpulan dan saran.

9) Pengujian atas pemanfaatan hasil kegiatan Desa
a) Dapatkan dokumen yang diperlukan antara lain: LRA,

APB Desa, RAB, buku pembantu kegiatan.
b) Buat daftar realisasi program/kegiatan dan identifikasi

keluaran per kegiatan.
c) Lakukan pemeriksaan fisik atas pengadaan barang/iasa

Desa.
d) Lakukan konfirmasi ke target penerima program/kegiatan.
e) Lakukan analisis atas keluaran kegiatan.
f] Buat simpulan dan saran.

10) Pengkomunikasian hasil pemeriksaan kinerja
a) Buat resume simpulan hasil pemerikasaan kinerja atas

pengelolaan keuangan Desa.
b) Lakukan pengkomunikasian hasii pemeriksaan berupa

pertemuan pembahasan dengan objek penugasan dan/atau
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pihak-pihak yang berkepentingan.
c) Dokumentasikan masukan dan tanggapan atas

pembahasan/ diskusi hasil pemeriksaan kinerja.
d) Lakukan pengujian dan evaluasi terhadap masukan dan

tanggapan yang mempengaruhi simpuian hasil
pemeriksaan kinerja.

e) Buat simpulan akhir, daftar permasaiahan/temuan, dap
saran perbaikan.

{j Penyusunan laporan hasil pemeriksaan kinerja.

C" Perneriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa

1. Perencanaan
a. susunan keanggotaan tim dan mempersiapkan surat tugas.
b. Tentukan Desa yang menjadi sasaran pemeriksaan pengeiolaan

keuangan BUM Desa dan menentukan jumlah sampel masyarakat
Desa untuk survei tingkat kepilasan:, .,

c. Lakukaa pengumpulan dokumen regulasi dan kebijakan terkait:
1) Pengelolaan Keuangan Desa; dan
2) laporan hasil,evaluasi efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

oleh Inspektorat.
d. Melakukan koordinasilclen$a$'.Dinas, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten (atau sebutan lain).

a. Survei Pend,ahuluan
1) Identifikasi dan pahami regulasi terkait pengelolaan keuangan

BUM Desa.
2) Dapatkan data penyertaan modal BUM Desa.
3l Dapatkan d.okumen dan data *r*,r* BUM Desa seperti:

peraturan desa,,,p€mberrtu,.kan-'BuM Desa, dan keputusan
perrgurus BUM Desa;,AD-laRT:

4) Dapatkan dokumen perencanaan BUM Desa seperti Rencana
Usaha, Anggaran, d11.

5) Dapatkan dokumen pengelolaan keuangan BUM Desa seperti
laporan keuangan BUM Desa, perjanjian bagr hasil dan
sebagainya.

5) Telaah kecukupan dan keabsahan dokumen, d,atafinformasl.
7l Buat simpulan dan kemungkinan penyesuaian pengembangan

program kerja pemeriksaan subtantif.
b. Pengujian atas sistem pengendalian intern

1) Lakukan reviu atas efektivitas sistem pengendalian intern
pengelolaan keuangan BUM Desa.

2) Identifikasi kelemahan-kelemahan pengendaiian intern atas
pengelolaan keuangan BUM Desa.

3) Buat simpulan dan saran, termasuk kemungkinan
penyesuaian pengembangan program kerja pemeriksaan
substantif.
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c. Pengujian Substantif
1) Lakukan analisis pengelolaan keuangan BUM Desa.
2) l^a.kukan analisis atas pro$es penyertaan modal pada BUM

Desa dan konfirmasi kepada pengelola BUM Desa terkait
pengadrninistrasian penyertaan modal pada BUM Desa.
Telaah dokumen-dokumen terkait pendirian BUM Desa:
peraturan Desa, ADIART, dokumen analisis kelayakan usaha,
pengurus, SOP, d11. Apakah sudah memadai dan dapat
menjamin kelangsungan dan keberhasilan BUM Desa.
Rekap total penyertaan modal ke BUM Desa dibanding
pendapatan asli Desa dari bagi hasil usaha BUM Desa tiga
tahun terakhir. Jika penyertaan modal baru dilakukan tahun
ini maka perbandingan dilakukan berdasrar proyeksi laba BUM
Desa yang ada di dokumen terkait.
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3. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan
yangberlaku di internal APIP.

D. Reviu atas proses evaluasi rancangan APB Desa tentang ApB
Desarterrnasuk konsistensi dengan RKP Desa

1. Perencanaan
a. susunan keanggotaan tim dan mempersiapkan surat tugas.
b. Teniukan Desa yang menjadi sasaran pemeriksaan pengelolaan

keuangan BUM Desa dan menentukan jumlah sampel
ffias3r31a]aat Desa untuk survei tingkat kepuasan.

c. Lakukan pengumpulan dokumen regulasi dan kebijakan terkait:
U Pengelolaan Keuangan Desa; dan
2) iaporanhasil evaluasi efektivitas PengelolaanKeuangan

Desa oleh Inspektorat.
d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Dinas sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

2. Pelaksaaaan ., i.. ::j:,

a. Pengumpulan clokumen
1) Dokumen Utama

a) keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan
peraturan Desa tentang APB Desalperubahan ApB Desa;

b) peraturan Desa tentang APB Desa/perubahan ApB Desa;
c) rancangan peratuianl''lbesa tentang ApB Desa yang telah

disepakati bersama Badan Permusyanvaratan Desa;
dan/atau

d) rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
yang telah disbpakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

a) Disampaikan oleh Desa:

{1} keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan
Desa pembahasan dan penyepakatan rancangan
peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
rancangan peraturan Desa tentang APB Desa), berita
acara hasil musyawarah;

{2i keputusarr musyawarah Badan Permusyawaratan
Desa pembahasan dan penyepakatan rancangan
peraturan Desa tentang peruhahan APB Desa (untuk
evaluasi rancangan peraturan tentang perubahan APB
Desa);

{3} rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM
Desaj;

{4} rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa} tahun
berkenaan; dan

{5} dokurnen yang reievan imisai, peraturan Desa tentang
pembentukan dana cadangan, peraturan Desa tentang



28

3)

4|

6l

t]

s)

pendirian BUM Desa, hasil analisa kelayakan
penyertaan modal BUM Desa, d11).

b) Peraturan terkait Pengeloiaan Keuangan Desa.

{1} peraturan bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
{2} peraturan bupati tentang daftar kewenangan

berdasarkan hak asal-usai dan lokal berskala Desa;
i3) peraturan Desa tentang penetapan daftar kewenangan

berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
{4} peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa di

Desa;

{5i peraturan bupati tentang dana Desa;

{6} peraturan bupati tentang alokasi dana Desa;
{7i peraturarr bupati tentang bagi hasil pajak dan

retribusi daerah;

{8i peraturan bupati tentang satuan harga kabupaterr
]'ang didalamnya mengatur standar harga di Desa; dan

{9) peraturan'bupati tentang lingkup pembangunan d,esa
peraturan daerah tentang anggaran pendapatan
belanja daerah.

Bandingan waktu dan lama setiap tahapan pelaksanaan
evaluasi,delnguq,rA'Caga*,, tetentuan yang berlaku tentang
batas waktu pe.iaks,anaar{.,g_ valu asi:
Dapatkan dokumentasi proses evaluasi, catatan realisasi
waktu pelaksaan evaluasi, bandingkan proses dan realisasi
waktu pelaksanaq4,, r,.e uasi :apakah sesuai dengan
ketentuan- ',','..i ,r' 

t""'.-"rl.llli 
'' 

| ,'"

cek apakah penerbitan keputusan bupati sesuai ketentuan
dan tepat waktu.
Telaah dan analisis kesesuaian hasil evaluasi terhadap
rancan galIrpgreituran, yan g, akan dievalu asi dengan ketentuan
perundang-undangaq) serta tindak lanjut penyempurnaan
atas hasil evaluasi. , ,, , , "
Dapatkan keputusan bupati/waii kota tentang hasil evaluasi
rancangan peraturan Desa atas AFB Desa dan perubahan
APB Desa.

3. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan
yangberlaku di internal APIP.

E. Reviu atas kualitas belanja Desa

1. Perencanaan
a. susunan keanggotaan tim dan mempersiapkan surat tugas.
b. Tentukan Desa yang menjadi sasaran pemeriksaan pengelolaan

keuangan BUM Desa dan menentukan jumlah sampel
masyarakat Desa untuk survei tingkat kepuasan.

c. Lakukan pengurnpulan dokumen regulasi dan kebijakan terkait:
1) Fengelolaan Keuangan Desa; dan
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2) Laporan hasil evaluasi efektivitas Pengelolaan KeuanganDesa
oleh Inspektorat.

d. Melakukan koordinasi dengan Dinas sosial pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

2. Pelaksanaan
a. Evaluasi kualitas belanja Desa

1) lakukan perhitungan kualitas belanja Desa; dan
2) lakukan skoring kualitas belanja Desa

.:a::1.*, .l':: \
':':'!, :a,i.. Liiri :!Lltta ')::;,. ?:: 4



(s
li(l)]
+ri
Iil
14 I

,<l
HIrdl
LIol5t-i

l
I

I

I

I

I

r-{

v
La)
cf)

v
ro 6|

LO

10

LO

c.I

Lo
(q

I

00

o
Fl

,
to
I

\o
O
t-i

Ilo
lt

\o
o
Fi

Ilo
I

CA

s
fe

I

rt)
o{

10

O
C\

t

n
' ;ilt:l1..:,1:::.., r:a:,:t:.:.ll

t..i;li., :irli., .
,,.,'11.q.,*,r;)ii,iir::

so(\I
I

O
Fi

so
o{

I

O
h

sr

i]:]: . 
..::i. i :.i.]i].i. :;.,.:l

.,s:;':i,il!;:'",r,,1
r:?:;t: i.'.- r- ' -:r

,, :,1:. .. -: .. . . '' -:

"tf :: : . I
1i.

', i'-1i"_'l
J.!rill,- i:;iji' :r:, 

' ,' I

iiil ,: l
flli:r;1."',
'ill]5t :, 'l I

:rt\v
!:!Ii :;:li (>
;:i,i1.!iril:, :.;' i Oil
;.i:!,'r.:r,,ij':t!::i lt
iir;.i.lUI.l,:' A
rrir.'i:*: ': I
iiii,::t,:. iL; :r

:ir,r*:-rn '
i1li.;l;:ir" ,i

.iri,r,r'i i ':.ll

,o
6|(}
(\I

l1

A

!
o
+J
6

B
l-t

d

d
o
m

q

.g dh

E HE E?T
E$fiEHfr.EF.dE; FF

$E $ $ H Fgoqidtr=H'A.gt!'PEF15
d E s E Es #
d

..,'f; l

, : t--' tr 'd-du0!w(611
Xfla{w-ri (! -r{#,8.-tO
45F
19:ho

JF'.i O Ll
YA.da:E d
O.E H'P'i.u_od
trE.9E04-YrsM
J,

d
l-{

trgdcd$r b0cd h0

$s€
IfrEin-q O

s HI.YM tr< .:= d'?V.F'

o'H g i''#,udd
di EEE
o

H
(d

(B!8..-oxu
J\

$oH $
b0h14F'(E={E H

rH0Jd
fir.\.1
Gl rr :e
-V tr'O'O -9 .*
=t4 F\H

^.HL/(JF(-l
.d :Y Ha}4 0
cd hJd01shl
d

o
d
li
d

d
(d

d.-da)
h fr-$
ffit -Etroo<90

oz

6
$
os
d
:?x
d
ofi
sl
d*,.,,

H
da)
H
.ta
ut
dIt
cl
b
Hc{d

- 
.qao oI(r) * ..i

LL

d
T
d€
h
o
l.,Ha

ik
o+f
{lII-t
aL

tst
$

d
os
qi

.l
L(i



F{

0)
fi
J'i
d

a()
a

oi

.{-J :Jdu0.o bo
,1 d
H.Hdtr
tL{
o)F

o{

+) :J(su0
-o u0
HH
dtr

fi lr
H()
F

d.H
O
(/)
Iio
+J

d

F

a
d

>'E
dH
.'1

dr<{
I

,1
^6H

et*trHcdScdHU
:q E-v 9E(d lu d tr'o
E gE E E

(o

SI
I

Fl

fi

qJ

h.
Lr

ti

a

a

o{

XM
Hi

H )-r
Lr l<
()
F

ot

Edoab0HE
cd 'F
li t-r
oF

'U[ia
E /,dii J4 li{-J ^{ 

(U
A

# HE#tvu

F

H*
H H5 A=d#(J

'UH9.d 
- 

)-a+J^ti
.d F( RagDEH

2.oxF
I-i 0)
OA

.,1-J

p5 c (s

*'g* Ea:E d 6

E I rys * .HsSLv)d
lJi \,l. -t-]l EtE€E Erd (drc J4

O
ca

I

C\
ll

-

tq
fr

J1

tt)

PH
xb[tb0HE

'-4 F-

F

F{

xbo
=bnHC
\Ud
tr l<

'.H',.. '.

a..id
n+J

ti liu()+J +J
l (r)(g c)rla< J4'

d
l':. 'i :,.

id
ripq E-
'lJojn aE
r:r<O
.d H !
1/,-l-a

.o oj''> '-o
' ,. ,'a',,.. .

Ma 'a
F.t tutr(U-tg,* h BcdJ4li a

13cdH-"
:dts.e={J
a'e':l tr

MTE'HVd*!-!trA
0. '{5 E

o

a .;;,,.
o
o
-i 

l'".'
G):.
dti)

o(D ,.'

*J .'.i
fJi
\l. l

fd .,.:p
::r,r,;iiiillili,,.. . .{d: "i

ftlG- .r.:lJ' .. :..t\

.. -.5 i
+1 ,l: -lsa 

:

cdlB"
i:,i:- +]' a .al

r' cd']i;
.!.

..f,) :'Fl
j

rr i.liiir' ,

SELr .l+
!lu

{. H;

.: :iiiliiii '

SaEEiFIEE
fi-u s sE'H>5G50i9e'E S'o -a

doJT'1r.!2
LJA',AEU)

;,6'H E SsurJv;i

$':}
H

{}
0q

H
dt{
a0
u0

ai

9bok c't

FdEhEcd.:Y M q)

trHfi*fi v,98 E
AL" dtJv.!tu.-, (d !a{HLi.ri gi'n q

4q)t;l-ll d ([F1 :-il.iE{7ao.Y1iH0.€
d

.. th

;J Ll+)
J4m(EP.
B<
rli
88.
dcd
OE+J L;EAiM0.
d

'' ..: .: ..:,' .

\l

c)

r-1 t\'l

-r1 (E
$AU

l.rtrcd
SHN*
}Jrl'ag piH
bE (J
Mo:O

J
+J
J(
cd

F
Eccd idP. tr$a\
P, 5,ok'
iDE
M0.
cj

-
(E
u0

E

#P
.Hatr(dcd

.o'Fo
AO

HB

nj

H
Ho
IJ
ARl.il :Ya$
(tr
dtr
ES
boHb0$
oO0.M
.i

alio(uq15
L.,

0.6'A
HdH(6+J(s hntr-c h0o

5EF
LUr

8 PE
s&6
O

a{
d
+.)
cd -r
l+ +J()J4
Hd
M5

'a9
)\ul< +l
d=hEo. sqaE
H*
.e Lj )i: id](F--rJ<

G]

-{ff)



F!
o
li

g
tl)

d
.a-.,

+)d
-,1-)

\of,o\y
3..U
V+r

@
d

Iisf
,1 H

EE
A lJ.
ddo-h
i-1' cd

cdrn
E-

o\o
lo

da()

Sm
Fl 0.

d
+Jo
+J

^\
O
V

s
(f)
\J

r-'!

l-i cl
SE
H-)(U J4

+J
d

^+J)\(d;nO
0o6l+J
O!l\oo

o
cd

(dhc
mH
$r O,
d{ l'

E_bq'd
CEV
a

rO

ro
r-

I

Olo
ll
A

,o
o\q
c{

I

\o

+
00

I

O
\o
il
A

\o
q
o\
cf)

I

O(q
I
,\

*| 6'E
\o S HE Eq- (! F, 

='=

5 E f; $fl E
T E B# $ "*E€

n{

XE
'.H .l aElOo)
s*!.d
€*"F
FLILq
H_(do
+J\a- ,

- -.1r';11 ,1f''']..; -:1
r.,;i
i:.it

\o
O
Ot

In
ll
A ,.r,;.,

o\
rO

Iq
Cr{

-oo\q
sf
(x

I
rns
il
A

o\q
\f,

Io
\f,
II
A

E $a
FiA 8g- n
-0.tn
EEH
HNducrl ()d
L/AF{
El-l v

\o
rJ)
Or
il
A

10
(}
tn
il

- -.fii';{ oj5(}
cd IJOs
L13d=*ctvdtoF
ou
oo
MTd

-j

,,n,+;,i.;lrklil;
.,:::t.d' rii j .il'r.ti
i] .'r .i] ,. :.]i!) :,'i :.]1,: .,r.-...... rni.;..

cd

d
H

t+
d

d
a
d

d
o
q)

s
Fa
.i

{-J
cd

d
${
rS
>ta
cd

d

E
cd

Fa
O

cl
Cd
li
d
J
C)

J4
g
Cd

(!
G
do*,
oo'd oov)- l-iCEd
C4E-

ai

{)()

l4r

a
cd

J
H

i(
d
o
a
d
&
ri

a
Eo
a

!:
H

f'l

a
d+l

+)

.o
frl

+ rJ)

$I
(fJ



f/)
ao



34

b. Telaah data/informasi dar: lakukan
evaluasi:
Kualitas belanja Desa
Rata-rata Skor = Total Skor / 20
Nilai = Rata-rata Skor x 25

No.
Nilai (Rata-rata

Skor x 25)
Penilaian

1. >=80 Sangat Baik

2. 60-79 Baik
-J. 40-59 Cukup

4. <40 Kurang Baik

penilaian Cara peniiaian

p€lumusan solusi

pemeriksaan yang

C. Identifikasl'. , ,'r.permasafahqn .. dan
saran perhalkan
1i Aspek proses k"e-#at.anr ..;,.1, , .

a) keb'ijakaru. ' .

b) perencanaan dan pengangga
c) penyaluran/pencairan d.ana;
d) oelaksanaan:
e) penatausahaan; dan'fii;iAf :l'::' ' r' '''i:':'tl;i+fi pelaporan d rllig$*ungt@.

2) Aspek faktor penyeba
: ,1t)::)jti.l, .::.. :a:::::ir..,ji:,

Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan, .,g,e,.sq,g!,, denga"n st6.ndar
berlaku di inteindi' aP1e' 

.'': ' ' ,

Reviu pengadaan bai.afi$a!$$sa di Desa

3.

F.

1. Perencanaan
a. Susunan keanggotaan tim dan mempersiapkan surat tugas.
b. Tentukan Desa yang menjadi sasaran pemeriksaall pengeloiaan

keuangan BUM Desa dan menentukan jumlah sampei masyarakat
Desa untuk survei tingkat kepuasan.

c. Lakukan pengumpulan dokumen regulasi dan kebijakan terkait :

Pengelolaan Keuangan Desa; dan
1) laporan hasil evaluasi efektivitas Pengeloiaan Keuangan Desa

oleh inspektorat.

Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaaa Masyarakat
dan Desa Kabupaten/Kota (atau sebutan lainf

3. Pelaksanaan
a. Reviu PBJ Desa :

1) lakukan perhitungan kualitas pengadaan barang dan jasa
Desa;

C'



2) lakukan skoring kualitas pengadaan barang dan jasa Desa;
3) telaah datalinformasi dan skoring;
4) identifikasi permasalahandan perumusan solusi/saran

perbaikan;
5) Aspek proses kegiatan:

a) kebijakan;
b) perencanaan dan penganggaran;
c) penyaluran/pencairan dana;
di pelaksanaan;
e) penatausahaan;

t pelaporan dan pertanggungjawaban.
6) Aspek objeklfaktor penyebab.

b. Indikator pelaksanaan reviu pBJ di Desa:

variabet, rndik*iot uin,,fri,l,,ii"-1r**srxe#ia,,f?gr dt Desa

Masing-masing variabel dan indikator akan dinilai dengan skor dan kriteria
sebagai berikut

No. Variabel Alat Verilikasi

1. Kepatuhan Ber"ita Acara PBJ, Tim
Pelaksana PBJ,
Pengumuman,

iUndangan 
dl1

2" Efektivitas Berita Acara

.Penerimaan
:tsarang/Jasa, Hasil
pengecekan
barungljasa diterima
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Hasil perhitungan/skoring reviu PB"I Desa akan dikonversi sebagai berikut :

Rata-rata Skor = Total Skor / 5
Nilai = Rata-rata Skor x 25

No. Nilai (Rata-rata x 25) Penilaian

1. >=80 Sangat Baik

2. 6A-79 Baik

3. 40-59 Cukup

4. <40 Kurang Baik

Kertas Kerja Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Desa

No. Variabel Indikator Skor {1-4) Keterangan

1. Kepatuhan

Kesesuaian Metode PBJ

2

2. Efektivitas

;r.:liatrfia,r. r:: :'ltd:

2.1.

4. Format laporan hasil reviu
Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang
berlaku di internal APIP"

G. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian
keluaran Desa

1. Perencanaan
a. susunan keanggotaan tim dan mempersiapkan surat tugas.
b. Tentukan Desa yang menjadi sasaran pemeriksaan pengelolaan

keuangan BUM Desa dan menentukan jumlah sampel masyarakat
Desa untuk survei tingkat kepuasan.

c. Lakukan pengumpulan dokumen regulasi dan kebijakan terkait:
d. Pengelolaan Keuangan Desa; dan
e" laporan hasil evaluasi efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa oleh

Inspektorat.
f. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
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Desa Kabupaten (atau sebutan lain).

Pelaksanaan
a. Pemantauan penyaluran dana transfer dari RKUN ke Desa

1) Dana Desa
a) Pelajari daftar pengarokasian dana Desa per kabupatenlkota

tahun berjalan.
b) Pelajari regulasi terkait tata cara pengaiokasian, penyaluran,

penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dana
Desa.

c] Dapatkan dari perangkat daerah yang menangani pengelolaan
keuangan daerah dan pelajari daftar pengalokasian d.ana Desa
tahun berjalan per Desa (peraturan bupati/wali kota).

di Dapatkan dari perangkat daerah yang menangani pengeloiaan
keuangan daerah dan pelajari peraturan daerah atau peraturan
kepala daerah terkait Fgngeloraan Keuangan Desa.

e) Dapatkan data waktu penyampaian RApB Desa, evaluasi RAPB
Desa dan Penetapan ApB Desa beserta nomor perdesnya.

fl Dapatkan data rlkapitulasi sp2D dari perangkat daerah yang
menangani,pengel0,ila.p keuangan daerah terkait penyaluran
dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa lakukan analisis
kesesuaian besaran dana Desa.per tahap yang diterima dengan
yang seharusnya, jika. ada perbedaan besaran rupiahnya
jelaskan. Sehin itu jika dana beium diterima/ada
keterlambatan lakukan analisis penyebabnya.

gi Dapatkan dan pelajari laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi pengsqgaardana :Desa per tahap dari perangkat
daerah ya'g meniagJi pengelolar"., L.r"rgan daerah.

h) Dapatkan laporur, *.rrr.*t.r* realisasi pelaksanaan ApB Desa
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
atau nama lainnya,.. '.. -

ii Dapatkan laporan realisasi dana Desa baik secara kompilasi
kabupaten atau per Desa sampai dengan triwulan IV tahun
berjalan (per 31 Desember). Jika sudah menggunakan aplikasi
siskeudes bisa menggunakan keluaran dari siskeudes.

j) Tuangkan dalam kertas kerja pemantauan penyaluran dana
Desa.

k] Berikan catatan apabila ada permasalahan dalam penyaluran
dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa.

U Lakukan konfirmasi/klarifikasi/penjeiasan penyebab adanya
ketidaksesuaian penyaruran kepada kepala perangkat daerah
yang menangani pengel0laan keuangan daerah dan/atau
perangkat daerah yang menangani Desa.

m) Susun laporan hasil pemantauan.
2) Alokasi dana Desa

a) Pelajari regulasi terkait tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terkait
aiokasi dana Desa.

b] Dapatkan data APBD Kabupaten untuk melihat aiokasi
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anggaran untuk ADD di Kabupaten bersangkutan.
c) Dapatkan dari perangkat daerah yang menangani pengeloraan

keuangan daerah dan pelajari daftar pengalokasian ADD tahun
berjaian per Desa (peraturan Bupati).

d) Dapatkan dari perangkat daerah yang menangani pengelolaan
keuangan daerah dan pelajari peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah terkait pengeroraan keuangan Desa.

e) Dapatkan data waktu penyampaian RApB Desa, evaiuasi RAPB
Desa dan Penetapan ApB Desa beserta nomor perdesnya.

q Dapatkan data rekapitulasi sp2D dari perangkat daerah yang
menangani pengelolaan keuangan daerah terkaitpenyaluran
ADD dari RKUD ke rekening kas Desa lakukan analisis
kesesuaian besaran dana Desa yang diterima dengan yang
seharusnya, jika ada perbedaan besaran rupiahnya jelaskan.
selain itu jika dana belum diterirna/ada keteriambatan
lakukan analisis penyebabnya.

g) Dapatkan dan pelajari laporan realisasi penyaluran dan
Konsolidasi penggunaan ADD perangkat daerah yang
menangani pengelolaan keuangan Oae.afr.

h) Dapatkan laporan semesteran realisasi pelaksanaan ApB Desa
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
(DPMPD) atau nama lainnva.

4 Dapatkan iaporan realisasi ADD baik secara kompilasi
Kabupaten atau per Desa sampai dengan Triwulan IV tahun
berjalan (per 31 Desember). Jika sudah menggunakan aplikasi
siskeudes bisa menggrrrr.k", keruaran dari siskeudes.

j) Tuangkan dalam kertas kerja pemantauan penyaluran ADD.
k) Berikan catatan apabila ada permasalahan daiam penyaluran

ADD dari RKUD ke rekening kas Desa.
1) Lakukan konfirmasi/klarifikasi/penjelasan penyebab adan}ra

ketidaksesuaian penyaluran'kepada kepala perangkat daerah
yang menangani pengel0laan keuangan daerah danlatau
perangkat daerah yang menangani Desa.

m) Susun laporan hasil pemantauan.
3] Bagi hasii pajak dan retribusi daerah

ai Pelajari regulasi terkait tata cara bagi hasil pajak dan retribusi.
b) Dapatkan data APBD Kabupaten untuk melihat alokasi

anggaran untuk bagi hasil pajak dan retribusi ke Desa.
cj Dapatkan dari perangkat daerah yang menangani pengelolaan

keuangan daerah dan pelajari daftar penerima bagi hasil pajak
dan retribusi tahun berjalan per Desa (peraturan Bupati),

d) Dapatkan dari perangkat daerah yang menangani pengelolaan
keuangan daerah dan pelajari peraturan daerah atau peraturan
kepaia daerah terkait pengelolaan Keuangan Desa.

e) Dapatkan data APBD Kabupaten tahun berjaian.
{j Dapatkan data waktu penyampaian RApB Desa, evaluasi RAPB

Desa dan penetapan ApB Desa beserta nomor peraturan Desa-
nya.

g) Dapatkan data rekapitulasi surat perintah pencairan dana
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{sP2D} dari perangkat daerah yang menangani pengeloraan
keuangan daerah terkait penyaluran dana bagi hasit pajak dan
retribusi dari RKUD ke rekening kas Desa, lakukan analisis
kesesuaian besaran dana bagi hasil pajak dan retribusi yang
diterima dengan yang seharusnya, jika ada perbedaan besaran
nilainya jelaskan. selain itu, jika dana belum diterimalada
keterlambatan lakukan analisis penyebabnya.

h) Dapatkan laporan semesteran realisasi pelaksanaan ApB Desa
dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
(DPMPD) atau nama lainnya.

i) Tuangkan dalam kertas kerja pemantauan penyaluran Dana
bagi hasil pajak dan retribusi.

i) Berikan catatan apabiia ada permasalahan daiam penyaluran
dana bagi hasil pajak dan retribusi dari RKUD ke rekening kas
Desa.

ki Lakukan konfirmasi/klarifikasi/ penjelasan penyebab adanya
ketidaksesuaian penyaruran kepada kepala perangkat d,aerah
yang menangani pengel0laan keuangan daerah dan/atau
perangkat daerah yang menangani Desa.

1) susun laporan hasif pemantauan. Laporan disampaikan
kepada kepala Dagrah paling lambat 2 minggu seteiah
selesainya pemantauan.

4) Pemantauan atas E aian keluaran atas kegiatan dana Desa
a) Pelajari regulasi terkait tata cara pengalokasian.penyaluran,

penggunaan, pelaporan dan p.r,.rr"ssungjawaban terkait
pengeloiaan dana Desa.

b) Dapatkan dan pelajari konsolidasi laporan realisasi penyaluran
dan penggunaan dana Desa per tahap.

c) Dapatkan data konsolidasi capaian keluaran kegiatan -rrang
dibiayai dari dana Desa. , ,, 

t' 
"-

d) Tuangkan dalam kertas kerja pemantauan capaian keluaran.
e] Berikan catatan apabila ada permasalahan terkait atas capaian

keluaran kegiatan yang dibiayai oleh dana Desa masih rendah.
t) Susun laporan hasil pemantauan.

5) Pemantauan realisasi keuangan atas penggunaan ApB Desa
a) Dapatkan data ApB Desa seluruh Desa pada kabupaten/kota

tersebut.
b) Dapatkan data Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan ApB

Desa per semester dan tahunan dari seluruh Desa.
c) Lakukan analisis sederhana atas Laporan Konsolidasi

pelaksanaan APB Desa terkait dengan tingkat penyerapan
anggaran per jenis beianja, penggunaan secara khusus untuk
yang dibiayai dari Dana Desa per bidang (bisa menggunakan
keiuaran dari aplikasi siskeudes).

d) Berikan catatan atas kemajuan pelaksanaan ApB Desa dan
penggunaan dana Desa per bidang.

e) Tuangkan dalam kertas keda pemantauan pelaksanaan ApB
Desa dan penggunaan dana Desa.

fl Berikan catatan apabila ada permasalahan dalam realisasi
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pelaksanaan APB Desa.
g) Lakukan konfirmasi/klarifikasi/penjelasan kepada dinas

terkait penyebab adanya permasalahan tersebut.
hi Susun iaporan hasil pemantauan.

6i Pemantauan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran {sILpAi
Desa
a) Dapatkan data APB Desa seluruh Desa pada Kalrupaten

tersebut.
b) Dapatkan data laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan ApB

Desa.
c) Lakukan analisis penganggaran pembiayaan penggunaan

SILPA.
d) Lakukan anaiisis untuk realisasi penggunaan SILpA.
e]

f) Berikan catatan atas kemajuan pelaksanaan ApB Desa dan
penggunaan dana Desa per bidang:

g) Tuangkan dalam kertas kerja pemantauan pemanfaatan sILpA
Desa.

h) Berikan catatan apabila ada permasalahan
daiam realisasi pe.nnanfaatan sILpA Desa.

i) Lakukan,'konfirm""ifrur.rr,fikasi/ penjelasan kepada dinas
terkait adanya permasalahan terkait penggunaan sllpA.

j) Susun laporan traslt pemantauan.

H. Pemeriksaan Investiiatif ,.,. . :

a. susunan keanggotaan tim dan mempersiapkan surat tugas.
b' Lakukan pengumpulan dokumen regulasi dan kebijakan terkait

Pemeriksaan Investigatif.
c. Dapatkan data awali''terkai-t":hlasan dilakukannya penugasan

Pemeriksaan Investigatif. Alasan dapat berupa;
1) adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian

negara/daerah/Desa dari pengembarrgan hasil pengawasarl
sebeiumnya; dan

2) pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat,
termasuk permintaan dari pihak-pihak terkait yang layakuntuk
ditindaklanjuti.

d. Lakukan penelaahan permasalahan berdasarkan kronologisnya, dan
didokumentasikan.

e. Lakukan ekspose hasil penelaahan permasaiahan kepada
pihaklpejabat yang berwenang, dan didokumentasikan dalam risalah
hasil ekspose.

f' Buat simpulan dan rencana aksi penugasan (tujuan, sasaran, rua1lg
lingkup) Pemeriksaan Investigatif.

2. Pengumpulan dan evaluasi bukti
a. Dapatkan semua bukti-bukti yang cukup, kompeten, caR reLevan

berkaitan penugasan pemeriksaan investigatif.
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1) Bukti pemeriksaan disebut cukup jika jumlah bukti yang
dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untukpenarikan
suatu kesimpulan. Dalam pemeriksaan Investigatif, jumlah bukti
pemeriksaan yang dikumpulkantidak dapat menggunakan metode
sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

2) Bukti pemeriksaan disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan
dapat diandaikan untuk mery'arnin kesesuaian dengan faktanya.
Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan
hukum dan peraturan perundang- undangan.

3) Bukti pemeriksaan disebut relevan jika bukti tersebut secara logis
mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang
berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan pemeriksaan.

Buat daftar kronoiogis kejadianf permasalahan berdasarkan bukLi-
bukti yang diperoleh.
Lakukan identifikasi atas bukti-bukti yang diperoleh berdasarkan
sumber informasi yang nr.engeluarkan bukti-Lukti terse but.
Lakukan evaluasi dan analisis atas bukti-bukti yang diperoleh dengan
memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian
yang dijabarkan,' ,'dal,am uaga., arus atau narasi, untuk
mengungkapkan .

4) fakta-fakta dan proses kejadian;
5) sebab dan dampak penyimpangan; dan
6) pihak-pihak yang terk..t , (.1erlibat atas penyimpangan dan

dampaknya).
Lakukan klarifikasi d -an, kolfi-rmasi yang memadai kepada pihak-
pihak terkait . untuk,'. a;*a*tia"n, : .kecukupan, relevansi, dan
kompetensi bukti, yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
Buat simpulan'dan saran puiO^ik*n. ' i

3. Penghomunikasian hasil pemeriksaan Investigatif
a. Buat l'esume simpulan hasil pemerikasaan lnvestigatif.
L). Lakukan pengkomunikasian hasit pemeriksaan berupa ekspose atau

pertemuan pembahasan dengan objek penugasan d,an/atau pihak-
pihak yang berkepentingan.

c. Dokumentasikan masukan dan tanggapan atas pembahasan/diskusi
hasil Pemeriksaan Investigatif.

d. Lakukan pengujian dan evaluasi terhadap masukan dan tanggapan
yang mempengaruhi simpulan hasil pemeriksaan Investigatif.

e. Buat simpulan akhir, daftar permasaiahan/temuan, dan saraL
perbaikan.

f' Penyusunan laporan hasil pemeriksaan investigatif.

b.

C.

d.

e.

f
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U. Pengawasan Camat

Evaluasi rancangan peraturan Desa
kerja evaluasi rancangan peraturan
camat dilakukan sesuai dengan
undangan yang mengatur mengenai

terkait dengan ApB Desa {Iangkah
Desa terkait dengan ApB Desa oleh
ketentuan peraturan perundang-
Pengelolaan Keuangan Desa|

A.

B' Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa Langkah kerja
evaluasi pengelolaan keuangan dan aset Desa oleh camat, sebagai
berikut :

Keputusan hasil
Musyawarah Badan
Permusyawaratan
Desa Pembahasan
dan Penyepakatan
Perdes tentang APB
Desa/Perubahan
APB Desa (lihat
tanggal keputusan)

Keputusan hasil
Musyawarah Badan
Permusyawaratan
Desa Pembahasan
dan
Penyepakatan
Perdes tentang APB
Desa/Perubahan
APB Desa

Langkah Kerja Alat Veri{ikasi

Pengelolaan Keuangan Desa

Apakah ,semua ,dokumen
evaluasi telah diterima dari
Desa secara lengkap

RKP Desa atau RKp
Perubahan tahun
berkenaan

Apakah Rancangan,perdes
tentang ',:' ., Ap6,
Desa7Perubahan APB Desa
disusun berdasarkan RKp
Desa/ RKP Desa Perubahan
tahun berkenaan

Dokumen
pelaksanaan
anggaran atas DPA,
DPPA, DPAL, dAN
RAK

.. .,1, .. 
t ):l r lr :,,. '. . 

.l.

Apakah sudah disusun DpA,
DPPA, DPAL, dan.RAK , r,''1',,

Dokumen
pelaksanaan
anggaran atas DPA,
DPPA, DPAL, dAN
RAK

Apakah pengajuan
Rancangan Perdes tentang
APB Desa atau Rancangan
peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa
dilakukan tepat waktu

Apakah Badan
Permusyawaratan Desa telah
menyepakati Rancangan
Perdes tentang APB Desa/
Rancangan Perdes tentang
Perubahan APB Desa
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6

Apakah realisasi pendapatan
Desa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa
didapatkan secara legal dan
telah diatur dalam Peraturan
Desa

Realisasi
pendapatan

I

Apakah realisasi pendapatan
Desa yang bersumber dari
Dana Transfer tercapai

Realisasi
pendapatan

B

Konfirmasi pendapatan
lainnya berupa penerimaan
dari hasil kerj'a sama Desa

Realisasi
pendapatan

9

Konfirmasi pendapatan
lainnya penerimaan dari
bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa;

Realisasi
pendapatan

10

Konfirmasi pendapatan
lainnya berupa penerimaarl'
dari hibah dan sumbangan
dari pihak ketiga

R.ealisasi
pendapatan

11

l:,n;'*,
' .i+;rl:,.i,li

;:ri'iiaiil t:lili
tli:ii iliiL.i.,,,::;
iiiiitl;ft1i..;tl
-: ).::1t!i:t.tl

:,i.- .il:l.,-i!
;;iri!i:,::,l{

Realisasi belanja

t2

iiiilii,ii l

::::iliiii-rr.
'lt,tiliJii:iir'.ir|f

', "., lPerbup/Perwat
I

i tentang Daftar
i inventaris
I

I kewenangan Desa

13

Apakah ada programf
kegiatan yang dilakukan
lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran (tahun jamak)

14

Apakah belanja Desa yang
ditetapkan dalam ApB Desa
paling banyak 30%
dipergunakan untuk:
a. Penghasilan tetap

(SILTAP) dan tunjangan
kepala Desa dan
perangkat Desa;

b. operasional
Pemerintahan Desa;

c. tunjangan dan
operasional Badan
Permusyawatatarr Desa

d. insentif rukun tetangga
dan rukun warga.

Realisasi
desa

belanja
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2

Dalam hal kerja sama
dengan pihak ke-3 yang
menyertakan aset Desa,
Apakah sudah persetujuan
Badan Permusyawaratan
Desa

Daftar inventaris
barang milik Desa

3

Perubahan status aset Desa,
apakah sudah mendapatkan
persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa

Daftar inventaris
barang milik Desa

c. Bsaluasi dokumen laporan pertanggungiawaban apB Desa
tangkah kerja evaluasi dokumen laporan pertanggungiawaban ApB Desa
oleh camat, sebagai berlkut :

No. Aspekllangkah Kerja
Kesesuaian

Alat Verifikasi
YA. Tidak

1"

Bukti
penyampaian
laporan

2.

;1i.. Sriiir'
!.:1t,r:r'li'irjl't
':r1'i-:l;.ail.'j:i:

..: iiill:llilLlr!'.

:.,:.:;iii;:14
.

:':'''-.,',.1

Peraturan Desa

DJ.

Apakah penetapan peraturan
Desa terkait dengaq 'i'iilitj
pertanggungjawaban'te1ah 1:,.: i

tepat waktu

Peraturan Desa

A.+.

Apakah peraturan Desa telah
dilengkapi dengan
a. laporan keuangan,

terdiri atas:
1) laporan realisasi APB

Desa; dan
2) catatan atas laporan

keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan

dan daftar program
sektoral, program daerah
dan program lainnya yang
masuk ke Desa

Peraturan Desa
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5.

Apakah jumlah anggaran
dalam APB Desa sesuai
dengan jumlah anggaran
daiam
pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban
APB Desa

6.

Apakah nomenklatur
pendapatan, belanja,dan
pembiayaan dalam
pertanggungj awaban telah
sesuai dengan APB
Desa

Pertanggungjawaban
APB Desa

7.

Apakah struktur dan
klasifikasi pendapatan,
belanja dan pembiayaan
dalam p ertap ggu ngl awa.ban
telah sesuai APB Desa

Pertanggungjawaban
APB Desa

Desa

Desa Langkah kerja
sebagai berikut :

No.
i:,.ri,i{irj:'

: ::.ia:lirijilj:
ia" .: '

Indikator Kine$a Catatan
Ya ...Tidak.

I. Indikator Masukan
i1

1

Desa memiliki Salinao:.:;:I,,
dokumen RPJMD dan' 'i-r --.,1'

Renstra perangkat daerah.

2

Desa memiliki dokumen
RPJMD yang diterbitkan oleh
Bupati.

3
Desa memiliki jadwal
penyusunan RPJM Desa.

U Indikator Proses

1

Kepala Desa memahami
seluruh tahapan proses
penyusunan RPJM Desa.

2

Membentuk dan menetapkan
tim penyusun dengan
Keputusan Kepala Desa.
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?

Melakukan pembinaan dan
pemantauan kegiatan
pengkajian keadaan Desa

{PKD} oleh tim penyusun.

4 Menghadiri kegiatan PKD.

5

Memantau dan / atau
menghadiri rapat-rapat
penyusunan rancangan
RPJM Desa oleh tim
penyusun.

6

Memberikan dukungan
fasilitasi penyelenggaraan
musyawarah Desa.

n
I

Hadir dan I atau
mendamplggi, _ke_giatql .
mus-rrawarah Desa.

I
Melakukan evaluasi dan
veritikasi rancangan RPJM
uesa.

I
Memimpin peny
Musyawarah Per

ti;..
iii!,t$!).i

.:.,lA.i.i#

,--r, .l

10
Meiakukan
rancangan

11

12 Membahas dan menSrepakati
rancangan peraturan Desa
RPJM Desa Bersama Bad.an
Permusyawaratan Desa.

13 Menetapkan peraturan Desa
tentang RPJM Desa.

l4 Menyampaikan peraturan
Desatentang RPJM Desa
kepada bupati/wali kota
melalui camat.

15

Melakukan sosialisasi dan
publikasi dokumen RPJM
Desa kepada masyarakat.

m. Indikator Hasit

I
Terdapat visi dan misi kepaia
Desa.

2

Terdapat Keputusan Kepala
Desa tentang tim penyusun
RPJM Desa.
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itt*tlt i:.,

2. Pengawasan Kegiatan
Langkah kerja penga
berikut :

ngnVlsunan RKP Desa sebagai

No. Indikator K,l*tll.g
l::ir'.'_:t -. 

rrr. ' r
"rr \...at,:a::.

Catatan
lltlaK

I Indikator Masukan .,', t,. ::;.;;:,1

1
Desa memiliki salinan Renja
perangkat daerah.

2
Desa memiiiki salinan pagu
indikatif

3

Desa memiliki salinan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dan
kewenangan Desa

4
Desa memiliki Peraturan
Desa terkait kewenangan
Desa.

5
Desa memiliki dokumen Profil
Desa.

il. indikator Proses



50

1

Kepala Desa memahami
seluruh tahapan proses
penyusunan RKP Desa.

2

Membentuk dan menetapkan
tim penyusun dengan
Keputusan Kepala Desa.

3

Melakukan pembinaan dan
pemantauan tahapan
Kegiatan oleh Tim Penyusun.

4
Memantau rapat-rapat
penyusunan rancangan RKP
Desa oleh tim penyusun.

5
Memberikan dukungan
fasilitasi penyelenggaraan
musyawarah Desa.

6
Menghadiri kegiatan
musyawarah Desa.

7
Melakukan evaluasi dan
verifikasi ,..j't,,:,,'
rancangan RKP.'Dega,

I
tt ri:ilriir::ri.

I Melakukan verifikasi r

rancangan akhii:.RKP

. r:!l li

| -,:!:tia,.l)ii.

10

Menyusun dan-,,.,..',,i;li' ff,..,...
menyampaikan rancangan
Perdes tentang RKP.'. esa r ''.'1"

kepada 
"aOa;"'t']r.'.r:::.,.,,,,'*'Permusyawaratari

.!.litt::):t:).;i
!ii:\::,ar1,.1

:

i
!

11

Membahas dan
rarlcangan peraturan Desa
tentang RKP Desa Bersama
Badan Permusyawaratan
Desa.

L2
Menetapkan peraturan Desa
tentang RKP Desa.

13

Menyampaikan peraturan
Desa tentang RKP Desa
kepada Bupati melalui
camat.

14

Meiakukan sosialisasi dan
publikasi dokumen RKP
Desa kepada masyarakat.

15

Dalam hal terjadi perubahan
RKP Desa, dilakukan melalui
musyawarah perencanaan
pembangunan Desa khusus.
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No. Indikator Kinerja Catatan
Ya Tidak

I lndikator Masukan

1

Desa memiliki salinan
peraturan Kepala Daerah
tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

2

Desa memiliki sa-linan
peraturan Kepala Daerah
tentang pengadaan
baffing/jasa di Desa.

3
Desa memiliki Perdes
mengenai RKP Desa.

T Indikator Proses
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1

Memastikan penyusunan
rancangan APB Desa sesuai
dengan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam RKP Desa.

2

Melakukan pencermatan
rancangan APB Desa sesuai
dengan pedoman dan
dokumen acuan.

3

Menyampaikan rancangan
APB Desa dan rancangan
peraturan Desa tentang APB
Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa.

4

Melakukan pembahasan dan
penyepakatan ranc4lg4n
peraturan Desa tentang APB
Desa dengAn Badan : 'i' ' 

',-
Permusyawaratan Desa.

5

:l:{ii,.i,:,,'
:irtilrr:1,,:. .

, 1;iiii,1-ii$t
;;lli ::;lt-i

lra,i:i:::,{::;:i, I
a.!:!irl:tii:ii r

":: ;;l"l1i;1;,

. ir+.1:i

ri, ,l,i(ri
ii.lii.iii:ti.:r)tiiii :

6
,

Melakukan tindak lanjut
sesuai hasii evaluasi camat.

7

li{ii:r:lr"'

I Melakukan sosialisasi dan
penyebarluasan informasi.

III. Indikator Hasii

1

Desa memiliki peraturan
Desatentang APB Desa sesuai
dengan hasil pembahasan
dan penyepakatan bersama
Badan Permusyawaratan
Desa dan hasil evaluasi
carnat"

2

Peraturan Desa tentang APB
Desa diterbitkan dan
diundangkan dalam
Lembaran Desa paling lambat
tanggal 31 Desember tahun
beq'alan.
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3

Desa memiliki prosposal
kegiatan dan RAB Detail
untuk setiap kegiatan dalam
APB Desa.

IV.
tndikator Kualitas Hasil dan
Proses

I

Melakukan pengendalian
penyusunan APB Desa sesuai
dengan target waktu dan
dokumen sumber.

2

Terbuka terhadap rnasukan
dari masyarakat, Badan
Permusyawaratan Desa dan
kelembagaan Desa lainnya.

3

Melakukan- publikasi APB
Desa dalam media-media
informasi publik Desa.
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I Aktifmelakukan upaya-
upaya keq'asama Desa.

I

Memiliki rencana sumber
pendapatan Desa tahunan
y an.g aktual berdasarkan
dokumen sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan.

10

Dalam penetapan kebijakan
penambahan dan
penghapusan aset Desa
selalu dibahas dalam
musyawarah Desa.

11

Dalam penetapan kebijakan
pengeiolaan aset Desa selalu
dibahas dan dikonsulta.si_kan.
dengan Badan
Permusyawaratan Desa.

12

13

Memiliki dokumen analisis
kelayakan penyertaan modal
kepada BUM Desa;.. ,ffi ,'.' . '':

E.

No.
1:

Indikator Kinerja Catatan
Ya Tidak

I. Indikator Masukan

1

Desa memiliki salinan
peraturan kepala daerah
tentang pengadaan barang
dan jasa di Desa.

2
Desa memiliki instrument
administrasi Pengelolaan
Keuangan Desa.

il Indikator Proses

1

Penetapan kebijakan
pelaksanaan kegiatan yang
memanfaatkan sumber daya
alam setempat, tenaga kerja
masyarakat dan tenaga ahli
yang membidangi.
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2
Menetapkan pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa

{PPKD}.

3
Memastikan PPKD
melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan.

+

Menetapkan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) yang
diusulkan pada saat
penyusunan RKP Desa.

5
Memastikan TPK memiliki
rencana kerja dan terpantau.

6
Melakukan sosialisasi
pelaksanaan kegiatan melalui
rnusyawarah Desa

7

Melaksan@n.kOot{inasl'f
pelaksanaan pembangunan
Desa dengan lembaga
kemasvarakatan Desa
mau p u n masyarakai$esqi l,i:ii i1:

8

Memberikan dugUh.gaeliffi '
fasilitasi pembekaian kepada
Pelaksana Pengelola
Keuangan Desa'dan TFIf.i,.. :

.rn

I

lfi itl
ite'l;riill_iiii

';',.ii#|
''rt?..1,ii:lii
.. iri: tli:

I

lri:il:I{.]nift

,i:rr.Lilll

.:iili.i:t;,i;;

.-.,] tlt.'
,,......,

10

Memantau dan

daya masyarakat Desa.

11

Memantau dan memastikan
kegiatan pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan
prosedur dan ketentuan serta
memanfaatkan sumber daya
yang ada di Desa.

l2

Memantau dan mengendalikan
pelaksanaan swadaya,
gotong royong dan hibah dari
masyarakat yang tertib
administrasi.

i3 Melakukan rapat-rapat kerja
dengan TPK.

14

Melakukan pemeriksaan
kegiatan infrastruktur dar:
kegiataa lainnya.
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15
Melakukan pengelolaan
pengaduan mayarakat.

16

Menyelenggarakan
musyawarah pelaksanaan
kegiatan dalam rangka
pelaporan dan
pertanggungjawaban.

17

Mengorganisasikan dan
mengendaiikan laporan
realisasi APB Desa.

18

Mengupayakan
pendampingan teknis dari
perangkat daerah terkait
maupun Tenaga Ahli untuk
kegiatan J.ang mennerlukan
keahlian teknis.

Lq
pemeiiharaan dan pelestarian
kegiatan bersama,,.,...r',t., ,, .'

20
illi:i,iit
,: 1i:q:!tr;1iti

,iilili ,

,lsidl!if,:itr_tl!

:.: ,i:{:):;;i:|,'. i:i|ila.,

21
Menerbitkan keputusan
kepala Desa tentang
perubahan kegialqn.,i:i,il' ....,

.: I r+ii

: ,. ,.::]
:rjlr:l:,:*:

: .rli:,].I].:i .i,,r

H

1

proposal kegiatan maupnn'il. i,-

RAB. .. .

::l

2

Melakukan laporan rutin
kepada Pemerintah Daerah
untuk kegiatan yang bersifat
penugasan.

3
Memiliki rellcana kerja
pemeliharaan kegiatan.

4
Berita acara dan Keputusan
Kepala Desa tentang
perubahan kegiatan.

ry.
Indikator Kualitas Hasil dan
Proses

1

Pelaksanaan kegiatan
menggunakan tenaga kery'a
dan alat bahan yang ada di
Desa setempat.
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2

Pelaksanaan kegiatan
terbuka dan diketahui oleh
masyarakat Desa.

3
Kualitas hasil pekeq'aan
memenuhi spek teknis yang
dipersyaratkan.

4
Terdapat bukti hasil
pemeriksaan oleh APIP.

5

Selalu dilakukan rapat
evaiuasi pelaksanaan
kegiatan secara rutin dan
berkala.

C. Laporan pelaksanaan APB Desa Langkah kerja pengawasan kegiatan
pelaksanaan pelaporan, sebagai berikut :

No. EtlRrenuhan Catatan

LQ iTidak

1

2

ita. '. '.!t -,ai!.'1" . :;i li
il::::ilr.'l:'llt
.r:,iliiir.,ii::.r.j]].

,r:i.:'::rai:ii: i
' :41i:itr'ijlil.'rlt l

;l:t:ijil:i:iit:* .

3

Menyampaikcm...lap.diArr..,,:..' *Uar
dengan target waktu yang
telah ditetapkanolefil'uE$ffi
undang " .'.:'I;;r;;'j r'..i'

,iJ

4

Menyampaikan informasi
kepada masyarakat Desa
secara terbuka.

a. APB Desa.

b. pelaksana kegiatan
anggaran dan tim yang
melaksanakan kegiatan.

c. realisasi APB Desa.

d. realisasi kegiatan.

e. kegiatan yang belum
selesai dan/atau tidak
terlaksana.

f. sisa anggaran.
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